BAB I
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian lapangan, maka dapat disimpulkan
bahwa pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1 Semarang, pada dasarnya diberikan tidak dengan
dibeda-bedakan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya narapidana narkotika juga
diberi penyuluhan-penyuluban tentang bahaya Narkotika dari LSM yang
bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan, selebihnya narapidana
penyalahgunaan narkotika mengikuti pembinaan-pembinaan sama seperti
narapidana yang lainnya.

Tidak adanya perbcdaan pcmbinaan yang signifikan yang dilakukan
oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang terhadap narapidana
narkotika, disebabkan adanya beberapa hambatan atau kendala.

Kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1
Semarang dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana narkotik yaitu
tidak adanya tenaga ahli yang tersedia seperti psychiater, psycolog, sosiologi,
kriminologi, hanya ada seorang dokter yang mengunjungi LP Klas I Semarang
dengan jadwal tertentu. Selain itu, bangunan Lembaga Pemasayarakatan itu
sendiri juga menjadi salah satu kendala, dimana bangunan napi narkotik masih
menyatu dangan napi yang lainnya, hanya dibedakan bloknya saja, padahal
napi narkotika perlu pembinaan khusus, apalagi tehadap napi pengguna yang

terkadang masih mangalami sakaw. Kemudian tidak tersedianya fasilitas
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pengobatan atau obat-obatan yang khusus untuk terapi napi narkotika. Tidak

adanya kehendak yang kuat dari residivis untuk kembali ke masyarakat secara

aktif Maka hal tersebut akan menimbulkan masalah di Lembaga

Pemasyarakatan untuk mencari metode pembinaan guna mengembalikan

mereka ke masyarakat.

. SARAN

Dari berbagai permasalahan yang ditemui, untuk itu penulis
menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Perlu adanya bangunan (gedung) khusus bagi narapidana Narkotika agar
dapat dilakukan pembinaan secara khusus.

2. Harus selalu diusahakan agar kualitas petugas mampu menjawab
tantangan dan masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan, kekurangan dalam kuantitas hendaknya dapat
diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisian yang rapih
sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembiﬂaan.

3. Disamping itu Lembaga Pemasyarakatan juga harus lebih kreatif dalam
memberikan pembinaan, misalnya saja Lembaga Pemasyarakatan harus
mempunyai solusi terhadap pembinaan apa yang dapat diberikan pada para
narapidana dalam waktu yang relatif singkat, sehingga pembinaan tersebut
dapat berdaya guna bagi narpidana selepas ia menjalani masa pidananya.
Seperti yang terjadi sekarang minimnya pembinaan bagi narapidana
mengakibatkan waktu dari narapidana tersebut menjadi terbuang sia-sia.

Oleh karena itu perlu adanya pembinaan yang bervariasi agar narapidana
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lebih tertarik mengikuti pembinaan; dan pembinaan tidak diikuti karena

ingin mengusir rasa bosan.
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